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PENETAPAN
Nomor 0096/Pdt.P/2020/PA.AdI

> ) )
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang
diajukan oleh :
Arfa bin Larifa, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS,
bertempat tinggal di Desa Lauru, Kecamatan Tinanggea,
Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

Martak binti Motu, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di tempat kediaman di Desa
Lauru, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan,
sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Andoolo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor

0096/Pdt.P/2020/PA.Adl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019 para Pemohon melangsungkan
perkawinan di Desa Tatangge, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe
Selatan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon | berstatus Duda Cerai
dengan nomor Akta Cerai No.0015/AC/2019/PA. Rumb tanggal 11 Maret
2019 dan Pemohon Il berstatus Perawan perkawinan dilangsungkan
dengan wali nikah Paman kandung, Pemohon Il bernama Saharudin bin
Konggolasa dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Seesa dan
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dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah diantaranya masing - masing bernama
Garu dan Rafid dengan mahar berupa cincin emas 3 gram dan Kabul yang
langsung diucapkan oleh Pemohon I;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat
semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum
Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan belum dikarunia anak,

5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu
pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta
nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, dengan alasan
Petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak
mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua
Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahnya perkawinan antara
Pemohon | dengan Pemohon Il yang terjadi pada tanggal 17 Maret 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Andoolo Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il ;

2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada
tanggal 17 Maret 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya
pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
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4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang
seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan
pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan
dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas
permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon | hadir
sendiri di persidangan sedangkan Pemohon Il tidak hadir dan tidak menyuruh
kuasanya untuk hadir, dan berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon Il
sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kendari;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Itsbat nikah
yang diajukan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai
permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon | menyatakan ingin mencabut
perkaranya, sedangkan Pemohon Il berdasarkan keterangan Pemohon | juga
ingin mencabut perkaranya karena saat ini sedang ditahan di Lembaga
Pemasyarakatan Kendari;

Bahwa, kemudian Pemohon | menyatakan ingin mencabut
permohonannya pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim
menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan

telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para
Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan
atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan
pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari,
namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut
tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor:
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KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan Agama Buku Il Mahkamah Agung RI Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku Il Edisi Revisi
tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12
September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah
memanggil Pemohon | dengan Pemohon Il secara resmi dan patut untuk hadir
di persidangan, atas panggilan mana Pemohon | hadir secara in person di
persidangan sedangkan Pemohon Il tidak hadir karena sedang di tahan di
Lembaga Pemasyarakatan Kendari, dengan demikian kehendak Pasal 146
R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon didalam
surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara
Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para
Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki
kapasitas (legal standing) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon | menyatakan bermohon untuk mencabut
permohonannya dan akan menunggu Pemohon Il pulang dari Lembaga
Pemasyarakatan Kendari, maka Pengadilan dapat mengabulkan pencabutan
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dan memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Andoolo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
0096/Pdt.P/2020/PA Adl. dari Para Pemohon;
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2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Aniq Fitrotul
lzza, S.H.l. sebagai ketua majelis, Aman Susanto, S.H.l. dan Najiatul
Istigomah, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua
majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Besse
Nurmiati, S.H.l sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Il

tanpa hadirnya Pemohon I.

Hakim- hakim Anggota Ketua Majelis,

Aman Susanto, S.H.l. Aniq Fitrotul 1zza, S.H.l.

Najiatul Istigomah, S.H.
Panitera Pengganti,

Besse Nurmiati, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 284.000,00
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- PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

- Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
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